BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup dengan
manusia lainnya, maka dari itu setiap manusia membutuhkan orang lain dalam
tindak sosialnya. Umumnya bagi seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan
memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya, yaitu melalui
ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk meneruskan
keturunan dan memenuhi kebutuhan jasmani dan juga rohani sebagai manusia yang
beriman. Hubungan perikatan perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk
keluarga yang sah sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku di
masyarakat Indonesia, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan
manusia dengan Tuhannya, hal ini dapat dilihat dalam beberapa agama di Indonesia
yang mewajibkan umatnya untuk melakukan pernikahan seperti pada agama Islam
yang dijelaskan di Surat An Nuur: 24.1

Perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan
manusia lainnya tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, yaitu hubungan
yang hanya melibatkan antara orang satu dengan orang yang lainnya atau dapat

disebut hubungan perorangan. Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar

1 Wasman dan Wardah Nurroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Dalam Indonesia Perbandingan
Figh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), hal. 29.



1945 yang selanjutnya akan disebut dengan UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah.? Uraian pasal dalam UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa setiap orang
berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang
sah sesuai hukum agama dan hukum negara Indonesia. Perkawinan di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
selanjutnya akan disebut sebagai UU Perkawinan® dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya akan disebut sebagai
PP UU Perkawinan. Jika warga negara Indonesia ingin melakukan perkawinan
harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berada pada Hukum Perkawinan
yang berlaku di Indonesia.

Dalam abad modern seperti saat ini, pergaulan masyarakat tidak lagi dapat
dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang kecil dan sempit, seperti dalam
golongan, suku, agama, ras dan jenis kelamin saja. Tidak menutup kemungkinan
terjalin suatu interaksi sosial antara satu individu dengan individu lainnya yang
sampai kepada ikatan yang mengarah kepada sebuah perkawinan, tetapi
Perkawinan di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma agama yang diakui di
Indonesia. Hal tersebut terkadang membuat beberapa warga negara Indonesia
memilih untuk melakukan pernikahan di luar negeri dengan berbagai macam

alasannya seperti, karena perbedaan agama contohnya pada kasus pernikahan

2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



antara Titi Kamal dan Christian Sugiono yang dilangsungkan di Sydney Australia,
dan Sarah Sechan dan Neil G Furuno yang dilangsungkan di Los Angeles Amerika
Serikat.> Alasan lainnya juga karena pernikahan sesama jenis baik pasangan pria
dengan pria (Homoseksual) maupun pasangan wanita dengan wanita (Lesbian)
yang melanggar ketentuan baik norma-norma, agama, dan hukum maupun
kesusilaan yang ada di masyarakat Indonesia.

Perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak dilarang sebagaimana di
atur dalam UU Perkawinan Pasal 56 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan
yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila perkawinan dilakukan
menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan
bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera di UU Perkawinan.®
Perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri harus memenuhi syarat material yaitu
batas umur, pernikahan di dasari atas persetujuan kedua pihak dan di bawah umur
21 harus memiliki izin dari orang tua.” Karena hukum perdata Indonesia memiliki
status personil (Lex Patriae) yang masih mengikuti hukum perdata internasional
dari jaman Belanda yaitu Algemene Bepalingen van wetgeving (AB), yang
dijelaskan dalam Pasal 16 bahwa warga Negara Indonesia dimana pun ia berada

akan tunduk kepada hukum Indonesia.®

°> Andi Rosita Dewi, “10 Pasangan Artis Yang Memilih Menikah di Luar Negeri, Kenapa Ya?”,
diakses dari: https://www.brilio.net/selebritis/10-pasangan-artis-ini-memilih-untuk-
menikah-di-luar-negeri-kenapa-ya-1605110.html, pada tanggal 21 Februari 2019.

SHukum Online, “Perkawinan di Luar Negeri”, diakses dari:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6981/perkawinan-di-luar-negeri, pada tanggal
12 Oktober 2018.

" R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,
(Surabaya: Airlangga University: 1998), hal. 39.

8 Purnadi Purbacaraka dan Agus Broto Susilo, Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu
Orientas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.15.



Pernikahan di luar Indonesia yang dilakukan oleh WNI karena sama jenis
kelamin baik pasangan pria dengan pria (Homoseksual) maupun pasangan wanita
dengan wanita (Lesbian) merupakan pelanggaran norma dan hukum perkawinan di
Indonesia. Yaitu Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi: °

“Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan Seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari uraian Pasal 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan sesama
jenis di Indonesia tidak dianggap sah karena yang diakui adalah perkawinan antara
seorang pria dan wanita, dengan demikian perkawinan sesama jenis tidak dapat
dilakukan di Indonesia menurut UU Perkawinan Indonesia, serta Pasal tersebut
selanjutnya menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami-
istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan dari sebuah perkawinan adalah memiliki
keturunan sedangkan dalam perkawinan sesama jenis tidak memungkinkan untuk
memiliki keturunannya. Maka dari itu perkawinan sesama jenis dapat diancam
dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum UU Perkawinan, hal tersebut
mengakibatkan perkawinan sesama jenis tidak dapat dicatat di Kantor Urusan
Agama (KUA\) atau Catatan Sipil yang berada di Indonesia.*°

Dengan dilarangnya perkawinan sesama jenis di Indonesia, ada beberapa

warga negara Indonesia yang masih mencoba untuk melangsungkan pernikahan

® Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

10 Hukum Online, “Keabsahan Perkawinan WNI Sesama Jenis di Luar Negeri”, diakses dari:
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/It51adef3c2249e/keabsahan-perkawinan-
pasangan-wni-sesama-jenis-di-luar-negeri (21, pada tanggal 21 Febuari 2019.



sesama jenis tersebut. Ada yang mencoba dengan cara mengganti identitas jenis
kelamin di Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara ilegal, seperti pada kasus
Pernikahan sesama jenis antara Umar dan Fransiska Anastasya Octaviany alias Icha
terjadi di Jati asih Bekasi Jawa Barat pada 2010 lalu. Setelah enam bulan Umar baru
mengetahui jika Icha ternyata seorang laki-laki yang bernama asli Rahmat Sulistyo,
Umar lalu melaporkan Icha ke polisi karena dianggap melakukan penipuan, Icha
divonis 8 bulan penjara.'* Sebagaimana itu perbuatan yang dilakukan oleh Icha
merupakan perbuatan Pidana dengan memalsukan dokumen, karena secara sengaja
pelaku mengubah identitas jenis kelaminnya di Kartu Tanda Penduduknya (KTP-
nya) dari laki-laki menjadi perempuan tanpa adanya persetujuan dari Pengadilan
Negeri setempat, yang mengakibatkan Icha divonis 8 bulan penjara.

Lalu ada juga kasus perkawinan sesama jenis dimana pelakunya tidak
mengubah identitasnya tetapi menutup-nutupi jenis kelaminnya, hal tersebut dapat
disebut sebagai pengaburan identitas jenis kelamin, yaitu pada kasus di daerah
Dusun Plalangan, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti. Kota Jember pada
September 2017, dimana Ayu Puji Astutik (23) dengan Muhammad Fadholi (21)
yang menikah bulan Juli 2017 lalu. Setelah menikah Fadholi baru mengetahui
bahwa Ayu berjenis kelamin laki-laki sama dengan dirinya, dan Fadholi langsung

meminta surat pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember.'?

1 Ridwan, “7 Pernikahan Sejenis di Indonesia Bikin Geger”, diakses dari:

https://pojoksatu.id/lipsus/2015/12/31/7-pernikahan-sejenis-di-indonesia-bikin-geger/6/,
pada tanggal 5 Maret 2019.

12 Faisal, “Pernikahan Sesama Jenis Terbongkar, Ayu Ternyata Punya Kelamin Pria, Begini
Kronologisnya!”, diakses dari: http://aceh.tribunnews.com/2017/10/24/pernikahan-sesama-
jenis-terbongkar-ayu-ternyata-punya-kelamin-pria-begini-kronologisnya?page=2, pada
tanggal 5 Maret 2019.



Dapat dilihat dari adanya beberapa kasus yang terjadi dimana pelaku
melakukan penipuan secara sengaja untuk mengubah identitas jenis kelaminnya
demi manipulasi orang lain, secara ilegal tanpa ada prosesnya pergantian jenis
kelamin dalam akta kelahiran dan juga KTP, karena jika ingin mengubah identitas
jenis kelamin harus didasari pada putusan pengadilan. Serta putusan tersebut harus
bersumber pada keterangan para ahli dan Hakim juga, karena tidak bisa
sembarangan mengganti status identitas jenis kelamin. Hal tersebut dijelaskan pada
Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan untuk
selanjutnya disebut UU Adminduk!3 yang berbunyi:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.”

Lalu, peristiwa pergantian jenis kelamin di bahas secara spesifik pada Pasal
56 ayat (1) UU Adminduk yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang
ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi
Pelaksana (pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab), antara
lain perubahan jenis kelamin.”

Dari putusan pengadilan tersebut barulah penggantian jenis kelamin
menjadi sah dan berkekuatan hukum. Seperti halnya pada kasus Sri Wahyuni tahun
2014 yang mengganti jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki karena
adanya kelainan hormon yang membuat alat kelaminnya berubah menjadi alat

kelamin laki-laki pada usia 15 tahun, berikutnya hal tersebut yang sudah dikabulkan

13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3.
14 Ibid, Pasal 56 ayat (1).



oleh Pengadilan Negeri Makassar, dan menetapkan bahwa Sri Wahyuni adalah laki-
laki.t®

Pengaburan identitas jenis kelamin seorang dengan sengaja yang sampai
menyebabkan kerugian kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai sebuah
Perbuatan yang Melawan Hukum, karena dari perbuatan pelaku yang menutup-
nutupi jenis kelaminnya tersebut dapat merugikan orang lain. Dengan demikian
bagi pelaku yang membuat korban merasakan sebuah rugi wajib mengganti
kerugian atas perbuatannya tersebut, perbuatan melawan hukum dijelaskan pada
Pasal 1365 KUHPerdata yaitu berisi:

“Setiap Perbuatan Melawan Hukum yang oleh karenanya menimbulkan
kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya
menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Sebagaimana itu pengaburan identitas jenis kelamin harus memenuhi unsur-
unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan
hubungan sebab akibat dari perbuatan tersebut, dan jika sudah terpenuhi unsur-
unsur perbuatan melawan hukum dapat dibawa ke rana hukum Perdata dan di minta
ganti ruginya.'®

Dalam kasus perkawinan sesama jenis yang dikategorikan sebagai perbuatan
yang melawan hukum bentuk ganti ruginya adalah dapat berupa pembatalan
perkawinan, karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan

perkawinan, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 22 UU Perkawinan yang berbunyi

BSuryanto, “Pengadilan Makassar Ijinkan Sri Ganti Jenis Kelamin”, diakses dari:
https://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/07/21001631/Ganti.Kelamin.Harus.Lewat.P
engadilan, pada tanggal 5 Maret 2019.

16 Velliana Tanaya, Perbuatan Melawan Hukum, (Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita
Harapan, 2018), hal. 103.



bahwa Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.’

Maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu
seperti salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat ataupun melanggar isi dari
UU Perkawinan karena melakukan perkawinan sesama jenis adalah larangan di
Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai agama.

Dalam putusan Pengadilan  Jakarta Selatan dengan  nomor
481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang pembatalan perkawinan, terjadi karena adanya
perbuatan pengaburan identitas jenis kelamin dari Tergugat Alterina Hofan kepada
Penggugat Jane Defiyanti H, yaitu Tergugat tidak pernah memberitahu tentang
jenis kelamin yang sebenarnya kepada Penggugat, sampai akhirnya Penggugat
mengetahuinya sendiri setelah proses perkawinan berlangsung, dan perkawinan
tersebut dilangsungkan di luar negeri yaitu di Las VVegas di Negeri Amerika Serikat,
dan telah di registrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam
laporan perkawinan. Setelah perkawinan tersebut berlangsung Penggugat baru
mengetahui identitas asli Tergugat yaitu berkelamin wanita, yang sama dengan
jenis kelamin Penggugat. Maka dari itu Penggugat membawa kasus ini ke rana
hukum dengan mendalilkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
dengan bentuk pengaburan identitas jenis kelaminnya saat menikahi Penggugat,
dari situlah Penggugat meminta pembatalan perkawinan serta meminta ganti rugi

secara material dan imaterial.

17 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.



Putusan pengadilan di atas menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi
penulis untuk mencermati lebih dalam dengan melaksanakan penelitian dengan
memilih putusan Pengadilan ~ Jakarta ~ Selatan  dengan nomor
481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang di kuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta dengan nomor 429/Pdt/2013/PDT.DKI dan putusan Tingkat Kasasi dengan
nomor 1103 k/Pdt./2014 tentang pembatalan perkawinan seperti akibat dari
pengaburan identitas jenis kelamin. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
penulis kemukakan, maka Penulis akan mengkaji lebih dulu dalam bentuk karya
tulis hukum ini yang berjudul “Analisis Terhadap Akibat Hukum Pengaburan
Identitas Jenis Kelamin dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.
481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”.

1.2.  Rumusan Masalah

Dalam kaitannya dengan perkembangan konsep Perbuatan Melawan
Hukum yang terdapat dalam Putusan pengaburan identitas jenis kelamin dalam
suatu perkawinan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hukum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh

pasangan yang melakukan pengaburan identitas jenis kelaminnya?

2. Apakah putusan No. 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang tidak

mengabulkan kerugian imaterial, telah sesuai dengan hukum Indonesia?



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan penjelasan secara mendalam tentang akibat hukum

dari perbuatan seseorang yang mengaburkan identitas jenis kelamin
dalam sebuah perkawinan, ditinjau dari hukum perkawinan,

Untuk mengkaji dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan dengan
nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang pengaburan identitas jenis
kelamin dalam perkawinan telah memenuhi unsur-unsur yang berada
dalam tindakan perbuatan melawan hukum,

Menganalisis ganti rugi secara imaterial putusan Pengadilan Jakarta
Selatan dengan nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel apakah telah sesuai
dengan teori dan peraturan perundang-undangan dalam Pasal-pasal
perbuatan melawan hukum dan juga dalam Undang-undang

perkawinan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan

praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan

atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya,
khususnya dalam bidang hukum perbuatan melawan hukum mengenai
penerapan perbuatan melawan hukum dalam kasus pengaburan

identitas jenis kelamin perkawinan,
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2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berikatan dengan
perbuatan melawan hukum, serta memberikan acuan bagi Majelis
Hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang berkaitan dengan
permohonan perbuatan melawan hukum di masa yang akan mendatang,
penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai permasalahan-
permasalahan perbuatan melawan hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya
tulis ini, penulisan akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna
memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika
penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, kelima bab tersebut adalah:
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
penelitian.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mendeskripsikan mengenai konsep, teori
serta dasar hukum yang melandasi suatu teori perbuatan melawan hukum dalam
pengaburan identitas jenis kelamin di suatu perkawinan, yaitu: konsep jenis

kelamin dan gender di Indonesia serta hukum Indonesia yang menyangkut jenis
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kelamin dan gender, konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata di
Indonesia, serta mengenai konsep pernikahan yang berada di Indonesia.
BAB |1l METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi
landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian,
sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian, Penulis akan menguraikan dua hal yang berada
di rumusan masalah yaitu menganalisis mengenai pandangan hukum pengaburan
identitas jenis kelamin dalam sebuah perkawinan serta dampak dari perbuatan
pengaburan identitas jenis kelamin tersebut. Berikutnya menjelaskan tentang
perbuatan melawan hukum dalam putusan Majelis Agung dengan putusan
Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tentang
pengaburan identitas jenis kelamin dalam perkawinan, dimana putusan Majelis
Hakim dengan tidak mengabulkan ganti rugi imaterial sesuai atau tidak dengan
ganti rugi di hukum perdata Indonesia
BAB V PENUTUP

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai
dari Bab | sampai Bab 1V, penulis juga akan memberikan saran yang relevan

dengan permasalahan.

12



	SKRIPSI Bianca Prithresia (00000018757).pdf



